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PERATURAN WALIKO @U‘K@%@MI

KETENTUAN PENGHARIL EWA

NOMOR 6 TAH @

NGAWAS, DIREKS],

RS S
N o

DAN PEGA SAHAAN DAERAH

DIT AKYAT

Yo

@ALIK UKABUM]I,
Menimbang g@ ba sebagai salah satu upaya untuk

2

ningkatkan kesejahteraan dan kinerja Dewan

ngawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi, maka
kepada yang Dbersangkutan perlu diberikan
penghasilan yang memadai sesuai dengan
kemampuan perusahaan;

bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian
hukum dalam penentuan ketentuan penghasilan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,  perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat .....



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 T#hyn 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang N 6 dan 17 Tahun
1950 (Lembaran Negara Repu dowviesia Tahun 1954
N@ Republik

Nomor 40, Tambahan Le
Indonesia Nomor 551); @ o
2. Undang-Undang N@S Tah 1962 tentang
Perusahaan  Daera mba Negara Republik
Indonesia Tahun 1942 Nomor mbahan Lembaran

Negara Republi esia @ 2387);

3. Undang-{nd Nom 7 Tahun 1992 tentang
% aran [egara Republik Indonesia Tahun
1992 , Taryp n Lembaran Negara Republik
Indones omg 2) sebagaimana telah diubah
: pdan %w ng Nomor 10 Tahun 1998 tentang
dang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
an (Lembaran Negara Republik

1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
lik Indonesia Nomor 3790);

&. U g-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indofesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

omor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
qdonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah
@demgan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang ......




6.

11.

O\

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 T{hun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan d nggung Jawab
Keuangan Negara (Lem Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomg am Lembaran
Negara Republik Indone@

i r' 400&>
Undang-Undang 32 Tah:n 2004 tentang

Pemerintahan Daera emb Negara Republik

Indonesia Ta 2004 @ t 125, Tambahan
Lembaran N epu&% donesia Nomor 4437)

sebagaima b, kali diubah terakhir
dengary, -Unda Nomor 12 Tahun 2008
tenta ubaha edua Atas Undang-Undang
Nom ahunﬁ tentang Pemerintahan Daerah

3 epublik Indonesia Tahun 2008

emermtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Stan untansi Pemerintah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

raturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
ibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan .......



Memperha’akan

% o

Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi
Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);

13. Peraturan Daerah Kota S or 1 Tahun
2007 tentang Pokok- Pok gelo Keuangan
Daerah (Lembaran Daer kabu ahun 2007
Nomor 1, Tamb mbar aerah Kota
Sukabumi Nomor 4

14. Peraturan Daer i

ota Su 1 Nomor 10 Tahun

2007 tentang 4‘ sahaa ah Bank Perkreditan
Rakyat K ab embaran Daerah Kota
Sukab un 2 Nomor 10, Tambahan

Lern erah Koté Sukabumi Nomor 9);

15. P ta Sukabumi Nomor 2 Tahun
tang an Pemerintahan Kota Sukabumi

s- aran ah Kota Sukabumi Tahun 2008
Pera@» enteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

tang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
k Pemerintah Daerah;

salah Hasil Rapat Badan Pengawas Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi
tanggal 9 Pebruari 2010;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN
PEGAWAI PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI



Dalam Peraturan Walikota ini yang

© 90@

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

sud dengan :

Daerah adalah Kota Sukabunx

Pemerintah Daera 1 eQDaerah dan
Perangkat Daerah\ \sebagai uns penyelenggara
pemerintahan daerah @

Kepala Daeraladateh W ukabumi.

Perusalmy, l@rah 133 Perkreditan Rakyat Kota

g selddjutnya disebut PD. BPR Kota
lah ahaan Daerah berbentuk bank

ang seluruh modalnya dimiliki
i penyertaan secara langsung yang
an Daerah yang dipisahkan.

=}

o D

gawas PD. BPR Kota Sukabumi.

%an Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR
Sukabumi.

: ;ireksi adalah Direksi PD. BPR. Kota Sukabumi.

Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi.

Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam
daftar skala gaji Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi.

Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan
istri/suami dan anak.
11. Penghasilan .......



11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-
tunjangan yang sah.

12. Tunjangan Istimewa Tahunan vyang selanjutnya
disingkat TIT adalah tunjangan yang diberikan satu

tahun sekali. § j
13. Jasa Produksi adalah uang jaé X g\diberikan kepada
Dewan Pengawas, Direksi, dan/Pega arena PD.
BPR memperoleh keun’u@ ,\\ S
@H @
PENGH@\! DE@EN@AWAS
2

0 @ Pasa} 2
1 Setia@@n De %engawas mendapat/menerima

H am i . BPR dengan ketentuan diatur
erik%

&em sar 40 % (empat puluh persen) dari
P Silan  Direktur Utama, tidak termasuk

@ njgngan perumahan;
§ ; b, Anggota sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari

honoraraium Ketua Dewan Pengawas.

¢tiap akhir masa jabatan dan tidak diangkat kembali,
etua dan anggota Dewan Pengawas masing-masing
diberikan uang jasa pengabdian dari laba sebelum
dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum
akhir masa jabatannya, dengan perhitungan :

a. Ketua Dewan Pengawas sebesar 40 % (empat
puluh persen) dari yang diterima Direktur Utama;



b. Anggota Dewan Pengawas masing-masing 80 %
(delapan puluh persen) dari yang diterima Ketua
Dewan Pengawas.

(3) Jasa Produksi dengan ketentuan :

a. Ketua Dewan Pengawas @gijr 40 % (empat
puluh persen) dari yang '@r' aDirektur Utama;
b. Anggota Dewan Pengaixa asir@sing 80 %
(delapan puluh per }
Dewan Pengaw@
(4) TIT, dengan Ketentuan-

Tg %erima Ketua
a. Ketua D eng @ebesar 40 % (empat

puluh pérsepydari ,; terima Direktur Utama;

otdDgwan Pe \gawas masing-masing 80 %
3 puluh rsen) dari yang diterima Ketua

@ BAB III
%%ENGHASILAN DIREKSI

§ ;@ @ Bagian Pertama
@ @@ Gaji Pokok

Pasal 3
(1) Direktur Utama menerima Gaji Pokok maksimal
sebesar 2 %2 (dua setengah kali Gaji Pokok Pegawai
yang tertinggi.

irektur menerima Gaji Pokok sebesar b (delapan
2) Direk ima Gaji Pokok seb 80 % (delap
puluh) persen dari Gaji Pokok Direktur Utama.

(3) Direksi ......



(3) Direksi yang berasal dari luar Pegawai PD. BPR Kota
Sukabumi diberikan Gaji Pokok sebesar 75 % (tujuh
puluh lima persen) dari ketentuan Gaji Pokok yang
diatur pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai masa
percobaan dengan jangka waktu masa percobaan
paling lama 2 (dua) tahun.

(4) Peningkatan Gaji Pokok mags cobagn.menjadi 100
% (seratus persen) sebagaimand dima@ pada ayat

Q . tu 2 (dua) tahun
iD Pengawas.

¥

Setiap % ireksgi apat tunjangan, berupa :

. gan '@n Direktur Utama dan Direktur

sar @kali Gaji Pokok masing-masing yang
iteri %‘?

@? esehatan sebesar 15 % (lima belas persen)

i Pokok yang diterimanya, dengan ketentuan
%ﬂa yang bersangkutan sakit tidak mendapat
perggantian kembali dari PD. BPR Kota Sukabumi;
njangan pangan (natura) sebesar 10 kg (sepuluh kilo
Q gram)/jiwa dengan jumlah jiwa satu istri/suami dan 2

(dua) anak kandung yang belum menikah, berusia
paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun atau yang
masih sekolah sampai dengan usia paling tinggi 25
(dua puluh lima) tahun;

d. tunjangan istri/suami sebesar 10 % (sepuluh persen)
dari Gaji Pokok;

Q<

o

%

&

e. tunjangan .....



e. tunjangan anak masing-masing sebesar 5 % (lima
persen) dari Gaji Pokok Pegawai bersangkutan,
dengan ketentuan :

1. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;

2. batas usia sampai dengan (dua puluh satu)
tahun;

3. tidak mempunyai penghdsilan sevidjri;

4. tidak kawin atau belu ¥ ka

%uruf e angka

f. batas usia sebagai
2 dapat diperpanj pai den an usia 25 (dua
puluh lima) tahun™apabila tersebut masih

bersekolah yang dibuktikan an surat keterangan
dari Kepala /De tua perguruan tinggi

ahang!sar 25 % (dua puluh lima

u@guml
Q%@

etiap tahun Direksi diberikan Tunjangan Istimewa
Tahunan (TIT) sebesar 1 (satu) kali penghasilan per
bulan.

(2) Tunjangan Istimewa Tahunan (TIT) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) minggu
sebelum hari besar keagamaan Direksi yang
bersangkutan.
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Bagian Ketiga
Uang Makan
Pasal 6
(1) Uang makan diberikan kepa ksi yang masuk
kerja. @
(2) Uang makan untuk @51 'teta@;an dengan
ketentuan sebagai b

a. Direktur Utama sar R@.OO0,00 (dua puluh
lima ribu rypta

00,00 (lima belas ribu

Q
(3) Pembeyi ng m%l sebagaimana dimaksud pada
ayat ffdksanakansetiap 5 (lima) hari sekali/per
engavl

ah hari paling banyak 22 (dua

% Bagian Keempat
@ ©Uang Pengganti Cuti Tahunan
@ Pasal 7

@)@%reksi berhak menerima uang pengganti cuti tahunan

apabila yang bersangkutan tidak mengambil hak
cutinya.

2) Besarnya uang pengganti cuti tahunan sebagaimana
Yy & pengg &
dimaksud pada ayat (1) sebesar 1 (satu) kali
penghasilan per bulan.
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(3) Uang pengganti cuti tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan kepada yang bersangkutan
pada akhir tahun.

(4) Direksi berhak menerima uang pengganti cuti besar
sebesar 2 (dua) kali penghasilaf\yang diterimanya
apabila yang bersangkutan tid gambﬂ hak cuti
besar atau BPR Im tidak
mengabulkan permohona sar D 1@\1§s

Q

(5) Direksi diberikan c elak an ibadah haji

atau umroh.

@@

Setiap masa dan tidak diangkat lagi, Direksi
men ang j gabdian yang besarnya 5 % (lima
perse ihitu ri laba PD BPR Kota Sukabumi

%nny gan perbandingan Direktur mendapat 80 %
apa persen) dari Direktur Utama dengan

tenfpan~dikalikan periode yang bersangkutan menjabat
seb@)ireksi.
@ Pasal 9

@nggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat
sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa
pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan
syarat telah menjabat sebagai Direksi paling sedikit 1 (satu)
tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi
dengan masa jabatan dikali 5 % (lima persen) dihitung dari
laba sebelum pajak setelah diaudit dari tahun sebelum
tugasnya berakhir.
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Bagian Keenam

Jasa Produksi

Pasal 10 %

(1) Direksi berhak menerima roduabila PD.
le]
<

BPR Kota Sukabumi me @ ala.
(2) Besarnya jasa produksi/getiap tah:nnya ditetapkan

dengan keputusan Direksi.

aksud pada ayat (1)

(3) Jasa produksi aima%
diberikan géfeighvlap uangan PD. BPR Kota
Sukabit.

@ %@BAB Y
@ H@" ASILAN PEGAWAI
% % Bagian Kesatu
@ @ Gaji Pokok
@ @ Pasal 11
awal bulan Pegawai diberi Gaji Pokok oleh PD. BPR

Qota Sukabumi yang besarnya disesuaikan dengan skala
Gaji Pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
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Bagian Kedua
Tunjangan

Pasal 12

Setiap bulan, Pegawai mendapat tu‘%ﬁn berupa :

a. tunjangan jabatan, dengan E@am s | berikut :

1.

Internal audit 750 @Z@% (tujuh ratus
lima puluh ribul )
Kepala Bagian s ar Rp 00,00 (enam ratus

2_ @g e
ribu rupia @
3. Kepala Sekss esa% 0.000,00 (empat ratus
lima p ru
b tun] e ata ebesar 15 % (lima belas persen)
dar1 okok n ketentuan apabila pegawai
ya sang kit tidak mendapat penggantian

@ @

B R 2 ukabumi;
anga @am (natura) sebesar 10 kg ( sepuluh kili

iwa dengan jumlah tanggungan paling
mpat) jiwa;

angan istri/suami sebesar 10 %(sepuluh persen)
Ga]1 Pokok;

unjangan anak masing-masing sebesar 5 % (lima

Qz persen) dari Gaji Pokok Pegawai bersangkutan,

dengan ketentuan :

1.
2.

3.

jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu)
tahun;
tidak mempunyai penghasilan sendiri;
tidak kawin atau belum pernah kawin.

f. batas .......



@7 <

N .
el
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batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka
2 dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua
puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih
bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan
dari Kepala Sekolah/Dekan/Ketua perguruan tinggi

bersangkutan.
Pasal @ @
C s i
Setiap tahun Pegaerikan Tonhjangan Istimewa
Tahunan (TIT) sebesa (sat@li penghasilan per

bulan.

Tunjangan ihewa urian (TIT) sebagaimana
ayat ( diberikan 2 (dua) minggu

dimak
sebel% T1 be% keagamaan Pegawai yang

n.

@ é:)%%i)gian Ketiga
@

Pasal 14

makan diberikan kepada Pegawai yang masuk

3
rja.

Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu
rupiah) per hari.

Pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan setiap 5 (lima) hari sekali/per
minggu dengan jumlah hari paling banyak 22 (dua
puluh dua) hari kerja.
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Bagian keempat
Uang pengganti Cuti Tahunan
Pasal 15

(1) Pegawai berhak menerima pengganti cuti
tahunan apabila yang bersag anWidak mengambil

hak cutinya. @
(2) Besarnya uang pe nti ta
b

o
N sebagaimana
dimaksud pada t J(1) sebesat 1 (satu) kali

penghasilan per bula @

(3) Uang pengga tah bagaimana dimaksud
pada  ay, ), e kan  kepada  yang
ISRy

bersanghu li warisnya pada akhir tahun.
4) Pega@ak ma uang pengganti cuti besar
i p lan diterima apabila tidak

du
@?bil }@ tersebut/ PD. BPR Kota Sukabumi

n permohonan cuti tersebut.

agi l%awati yang mengandung/hamil akan
@ dibe@ uti hamil selama 3 bulan.

Bagian Kelima
Uang Lembur
Pasal 16
(1) Setiap pegawai berhak menerima uang lembur untuk

mengerjakan suatu pekerjaan di luar jam kerja.
(2) Lembur .......
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(2) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

b.

pada hari kerja, lembur dilaksanakan paling
banyak 5 (lima) jam;

pada hari libur, lembur ksanakan paling
banyak 6 (enam) jam;
uang lembur untuk pelz

alyaa a hari libur
sebagaimana dimaksudNgada hu dikalikan
200 (dua ratus perse t’cia@> amnya.

sehari setelah jaannya .

(3) Uang lembur seba@a dimaksdd pada ayat (1)
pasal ini, dibayark er@amg bersangkutan

L
CI

% g

. agia@%am
SO

(1> pegadion
hethenti dn hormat atau yang meninggal sebelum

au diberhentikan akan diberikan uang

rhent
pesa@ paling sedikit dengan ketentuan sebagai

s/d 1 tahun sebesar 1 kali gaji diterima;
1s/d 2 tahun sebesar 2 kali gaji diterima;
2 s/d 3 tahun sebesar 3 kali gaji diterima;
3 s/d 4 tahun sebesar 4 kali gaji diterima.
4 s/d 5 tahun sebesar 5 kali gaji diterima;
5s/d 6 tahun sebesar 6 kali gaji diterima;
6s/d 7 tahun sebesar 8 kali gaji diterima;
7 s/d 8 tahun sebesar 8 kali gaji diterima;
8s/d 9 tahun sebesar 9 kali gaji diterima;
9 tahun keatas sebesar 10 kali gaji diterima.
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(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diberikan kepada yang bersangkutan atau ahli
warisnya pada saat menerima Surat Keputusan
Direktur tentang pemberhentian dengan hormat
pegawai perusahaan yang bersangkutan.

Bagian ! b :
]asa /
118

(1) Pegawai berh enerim Produksi apabila
perusahaan m Ieh

produ akan ditetapkan dengan

Nifeksi s%p tahunnya.

ise imana dimaksud pada ayat (1),

2 Besarnz?
Kepufusa

aPegawai setelah Laporan Keuangan

@ @ Bagian kedelapan
é @ Asuransi

Pasal 19

:) Pegawai PD. BPR Kota Sukabumi diiukutsertakan
dalam program asuransi, dengan ketentuan sebagai
berkut

a. Pegawai dengan masa kerja lebih dari 1 (satu)

tahun diikutsertakan pada program asuransi
Jamsostek dan Askrida;

b. Pegawai .......
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b. Pegawai yang masa kerjanya di atas 5 tahun
diikutsertakan Asuransi Bumi Putra/asuransi lain.

(2) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada Laba Net Profit Dana
kesejahteraan PD. BPR Kota Suk&bumi sebesar 10 %

(sepuluh persen) dengan perhit sebagai berikut :

a. Jamsostek : @

1.

2.

% &%

oleh Asuransi Bumi Putera Preminya dibayar dari

D
an orja dengan

Jaminan
perhitungan dari gaji sebulan;
Jaminan Kematfian de erhitungan 0,30 %

dari g

i sobul
Jami @Zm i n Kesehatan dengan
Pe@gan mal Rp. 1.000.000,00 X 6 %;

amin, ari Tua dengan perhitungan
%aji sebulan tetapi yang 2 %

nan Ansuransi Hari Tua yang

suransi Bumi Putera/ Asuransi Lain
Untuk Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan

@ Dana Kesejahteraan dengan ketentuan :

a.
b.

C.

Direktur Utama sebesar Rp 8.000.000,00;
Direktur sebesar 80 % dari Direktur Utama;
Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Kepala
Bagian sebesar  Rp 3.000.000,00;

Kepala Seksi sebesar Rp 2.000.000,00;

Staf sebesar Rp 1.500.000,00.
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BABV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

vai Megeri Sipil, maka
Sipi@dihentikan

Pasal 20

Bagi Direktur yang diangkat dari Pégs
Gaji beserta tunjangan Pegawai

sementara dan mendapat pe 3 s‘bag@ ana diatur

dalan Peraturan Walikota @
Pasal 21 @2

iko ulai berlaku, Keputusan
editan Rakyat Kota Sukabumi Nomor
Ketentuan Penghasilan Dewan
wai pada Perusahaan Daerah
1/ Kota Sukabumi dicabut dan

Pada saat Peratu

Pasal 22

yang~belum cukup diatur dalam Keputusan ini
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan
kemudian  dengan Keputusan  Direksi
grkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan =~ Walikota  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan gi\Sukabumi
Pada tan, Pebruari 2010

WA SU@JML
© b
cap.

@(ﬂ MU ABDUSSYUKUR
Diundangkan di Sukabumi %
Pada tanggal 25 Pebruari 2010 ¢
SEKRETARIS DAERAH % (@%
KOTA SUKABUMI, @ %

cap. ttd ' @ %
R

BERITA D? KOT KABUMI TAHUN 2010 NOMOR 6

«



